
PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN PATI

NOMOR. 5.. . .TAHUN. ..?q96

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang '. a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi

dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan

bantuan keuangan;

b, bahwa bantuan keuangan kepada Pariai Politik yang

mendapatkan kr"rrsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terseb.ut huruf a

dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupatan dalam Lingkungan Propinsi .lawa

Tengah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950):

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4ZS1j',

3. Undang-Undang Nomor 12 Ta.hun 2003 tentang pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Penrrakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan{embaran

Negara Republik lndonesia Nomor a277);



4.

o.

6.

7.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lemharan Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Urrdang-Undang Nornor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A04 tentang Perbendaharaan

Negara (Lennbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2804

Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negai'a Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

t-lnclnng"Llnclarrg Ncrrnor 15 'l'ahun 2004 tentang Petnotrksaatr [)ntt

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2A04 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penlerintahan

Daerah (Lembara.n Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor

4437\, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor I Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah

Ponggnnti t,lndnng-tJndnng Nomor 3 Tnlrtrrr ?005 tcntnng;

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor" 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik lrrdonesia Tahun 2005 N'cmoi" 1C8, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4548);

Undang-Undang Nomor" 33 Tahr-rn 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438)',

4n



I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4513);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAEMH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSMN :

MenetapkaN : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PARTAI POLITIK.

BAB I

KETHNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Pati;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;

Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh

sekelompok warga Negara Republik lndonesia secara suka rela atas

dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk mempequangKan

kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara meialui

Pemilihan Umum;

Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut Dpp

adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan

berdasarkan hasil keputusan MunasiKongres/Muktamar atau

sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia; !

3.

4.

6.



7. l)ewan Pintpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut

DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik tingkat

Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang

atau sebuian iainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

Partai Poiitik;

8. Barttuan'Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan

l<ui^si di DPRD;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

APBD adaiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran

Kabuoaten Fati;

10. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD

aqlatah Komlsi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan

penrbinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau

rlengan sebutan lainrrya.

BAB II

PEMEERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) lJi'rtrlk membaniu kegiatan dan kelancaran administrasi daniatau

Sek,etariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan

keuangan kepada Partai Politik.

(2) Banruan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayai (1)

d:berikan kepada l'artai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD

hasil Pemilihan Umrrm Tahun 2004.

(3) Bantuan Keuangarr kepada Partai Folitik sebagaimana dimaksuci

pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUAI..IGAN

Pasal 3

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud

oalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah

perolehan kursi di DPRD hasit Pemilihan Umum Tahun 2AA4.



(2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang

mendapatkan kursi di DPRD untuk setiap kursi ditetapkan sebesar

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun.

(3) Besarirya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) dapat diubah dengan mempertimbangkan kemampuan

keua;rrgan Daerah dan tidak melebihi bantuan keuangan yang

dibei"itran kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

Pasal 4

Aprrbila lsrjadi duaiisrrte kepengurusan Fafrai Poliiik, nraka tsantuen

Keuangan ditarrgguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih

ianjui surlai'a irrternal atau seteiah adanya putusan pengadilan yang

telah r,rempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh

DPC Partai Poiitik atau sebutan lair'1nya, ditandatangani Ketua dan

Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan

menggrlrakan kop surat dan cap stempel Partai Polltik dengan

melampirkan:

a. Foto copy Srlrat Keputusan DPP Partai Politik yang

menetapkan Susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau

sebutan lainnya dengan menunjukan Surat Keputusan DPP

Partai Politik atau sebutan lainnya,

b. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursr

Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau

Sekretaris KPUD;

c. surat keterangan Partai Politik yang menyatakan bersedia

dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan

keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua

dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai

derrgan menggunakan kop surat Partai Politik;

d. lam,piran tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dibuat

daiam rairgkap 2 (dua).



(21 Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1i

ternbusannya disar,rpaikan kepada Ketua KPUD dan SKPD.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN

ADM{NISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

(1) Penetitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan,

perryerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai

Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan

Adrninistrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten.

(2) -l-im Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dlketuai oleh Kepala SKPD dan anggotanya terdiri dari

I(PUD, unsur Sekretariat Daerah dan Dinasllnstansi terkait

(3) Pernbentrlkan Tim Penelitian da.n Pemeriksaan sebagaimana

oimeksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

aya.t (1) dibebankan pada APBD.

Pa'sal 7

Bentuk berita aca!'a penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimak-sud

dalam Pasal 6 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

merupakan bagian yarrg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

(1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan

oleh Kepala SKPD atas nama Bupati kepada Ketua dan

Bendahara DPC atau sebutan lainnya dengan disaksikan oleh

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim Penelitiarr dan

Pemeriksaan sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2't Fenyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan 1 (satu) lali dalam Tahun Anggaran.



,*r

Pasal I
Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dengan

persyaratan administrasi :

a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening

bank atas narna DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;

b. rrurat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi,

ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC

Partai Poltik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat

dan cap stempel Partai Politik;

c. Berita acara serah terima bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat)

yang ditandatangani oleh Kepala SKPD sebagai Pihak Pertama dan

oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya

sebagai Pihak Kedua.

Pasat 10

Benruk berita acara serah terima bantr.ran keuangan kepada Partai

Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal g huruf c sebagaimana

tercantum dalarn Larnpiran ll merupakan bagian yang tida.k terpisahkan

dari Peraturan llaerah ini.

B,qB UI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTIJAN KEUANGAN

Pasal 11

(1) Lapcran penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik

disamparkan kepa.da Bupati melalui Kepala SKPD.

{2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), acjatah laporan yang telah diaudit berdasarkan peraturan

perurrdang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai politik

sebagairnana cilrnaksud da.lam Pa.sal 11 ayat t1) sebagaimana

tercantrrn, dalarn Lampiran lll merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.



*

Pasal 13

Ketentuan pelaksana Peraturan Daerah

Peraturan Bupati.

ini diatur dalam

BAB VIII

I,{ETENTUAN PEN\JTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mrriai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se;1iap orang mengetahui memerintahkan pengundangan

Peratirrarr Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

lkbupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal J0 Septenaber 2005

ATI PATI,
7/

IMAN

Diurrdangkan dl Pati

Pada tanggal 5 Novcnber 2006

f#&{i+,{
'{ /r}b,"%'.,

ft
\\i--C T

-4.

./7 "\l,;Vf/'S/-
itr( $

DAERAH KABIJPATEN PATI,

RDtTOnnO



I.

PENJELF.SAN

ATAS

PERATURAN DAEM,H }GBUPAT'EN'PATI

NOMOR...5. . ..TAHUN.. ?006....

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLII'IK

UMUM ,

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama

dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara, keikutsertaan warga Negara dalam

perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demoki'asi di Negara Kesatuan

Repubtik lndonesia yang menganut sistem Perwakilan dilaksanakan melalui Partai

Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan

rakyat dan Partai Politik merupakan Aset Negara, nraka clatam rangka mendukung

terwujudnya kehidupan demokrasi di lndortesia, Pemerintah Daerah perlu

memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai politik bertujuan untuk

membantu kelancaran administrasi danlatau Sekretariat Partai Politik yang

mendapatkan kursi di Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati guna

memperjuangkan aspirasi Partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, bet'bangsa

dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara K.esatuan lndonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jetas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

[.



a

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

CukuP jelas

huruf b

yang dimaksud dengan surat keterangart auterttikasi hasil penelapan

perole6an kursi Partai Polltik di DPRD adalah foto copi Berita Acara

hasil perolehan kursi Partai Politik dl DPF.D yang dilegalisir olel' Ketua

atau Sekretaris KPUD yang dilamp,iri dengan sulat kelerangan

autentikasi Berita Acara hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik

di DPRD yang ditandatangani oleh Ketua atar.r Sekretaris KPUD.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup ietas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jetas

Pasal 11

Cukup ielas

Pasal 12

Cukup jelas
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Pasal 13

Cukup jelas

Pasat 14

Cukup jelas

]'AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI I{OMOR....E..



LAMPIRAN I : PERATURAT'I DAERAH KABLIPATEN

PAT| NOI'/lO|1.5. ...TAHUN.aOreNTANG

BANTUAI\I KEUANGAN KEPADA PARTAI

POLITIK

BERITA ACAP.A

PENELITIAN DAN PEMERIKSMN PERSYARATAN ADMINISTRASI

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARI'AI POLITIK PESERTA PEMIII-U 2OO4

Nomor : ........

pada hari ini.......tanggal.......bulan........tahun......Tim penelitian dan Pemeriksaan

Persyaratan ,\dministrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keplttusan Bupati Pati

Nomor... .,, ..Tahun... ... ..Tanggal... ... ...telah nrelaksanakan penelitian dan pemeriksaan

persyaratan aclministrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun.,....yang diajtrkan oleh DPC

(atau sebutan lainnya) .

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan,

Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politir, Tim menyatakan bahwa

Partai Politik.........telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari

Pemenntah Kabupaten Pati 5'ang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Femilihan Umum

Tahun 2004 sebanyak... ..x Rp. Rp. ...

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

IM PENELITIAN DAN PEMERIKSMN PERSYARATAN ADMIN]STRASI

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BANTUAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ketua

Sekretafis

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

(.

(

PATI,
'$,ffi.@-

*ffir;

7.



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAIJ KABUPATEN

PATI NOMCR..,...TAi-tUIq?O. TF.NTAI\IG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

POLITIK

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARI'AI POLITIK

Nomor : .........

Pada hari.......tanggal........bulan.......tahun...... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala SKPD atas nama Bupati Pati, selanjutnya disebut Pihali Pettama.

2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut Pihak

Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah rn:n'yerahxan bantuan keuangan partai

politik tahun......kepada DPC Partai Politik atau sebutan lainnya .....sejumlah Rp............ dan

Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dan Kas Daerah Pemerintah

Kabupaten Pati melalui Rekening Bank Partai Potitik.. ..Berita Acara Serah Terima ini

dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah K.abupaten Pati

diterima oleh DPC Partai Politik (atau sebutan lainnya ) . .yang br.;rsangkutan.

Pihak Kedua

DPC (atau sebutan lainnya)

Ketua

(,. ..)

Bendahara

Pati,...

Pihak Pertama

An. BUPATI PATI

Kepala SKPD

1.

2.

riTru

... .. ... ... ..)

n'r!
/o}i,
/
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LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAtsUPATEN
PATI NOMCR.STAHUN.aoodENTANG
BAN-|UAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat

Pelaksanaan Audit :T91.... ...,81n... ...,Thn... ..

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN......

Nama PartaiPolitik

NPWP

Nomor rekening Bank
Alamat
Jumlah Kursi

Jumlah Dana

Bersama ini disampaikan laporan

berikut:

Pati
l(epada

Yth. BupatiPati

di-
Pati

penggunaan dana banttian keuangan partai politik sebagai

-IUMLru.I UANCi

KETUP. UT,NUMflGTUA

( . .. ... .)

1.

2.
3.
4.
5.
5.
7.
L
9.
i0.
11.

iumiah

Honorarium
Uang.iembur
Acinrinistrasi umum
Langganan ciaya dan jasa
Pos dan giro
Pemeiiharaan geciung
Pemeliharaan dana cian arsip
Biaya perjalanan
Kompuier
Mesin iik
Meubeiair kanior

I

I

---l
I

I+_
BENDAHARA UMUM

(,... . )

TI FATI,
,

No- I JENIS BF!-ANJA

Terbilang:

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

SITilAN


